
GUBER"ITUR IYUSA TEIYGIGARA TTUUR

PERATURAN GUBERITUR IVUSA TENGGARA TIMT,R
IyOMoR 34 TAIIT N 2O1g

TENTANG

TATA KELOLA PENGEMBAN G AN E-GOVER N MENT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DEITGAIV RAIIMAT TT'HAIT YAJTG MAHA ESA

GI'BERIIT'R NUSA TEIYGGARA TIMI'R,
Menlmbang : a.

b.

Mengingat : 1

c.

d.

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi
birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
diperlukan adanya kebijakan dan strategi p".rg"rrrb"rrg"r,
e-Gouernment,

bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Gouernmentl akan
meningkatkan elisiensi, efektifitas, transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;

bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan TeknologiInformasi dan Komunikasi yang efisien, efektif,
berkesinambungan dan terintegrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, perlu menetapkan Tata Kelola
Pengembangan e -Go u entment,

lahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola pengembangan e-
Gouernment di Lingkungan pemerintah provinsi Nusa
Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun lgsg tentang
Pembentukan Daera-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran ftegara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrrbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tetang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan e-Gouernment /L

2.

3.



Menetapkan

MEMUTUSIIAIT:

PERATT'RAN GI'BERNT'R TEITTAI{G TATA KEIPI..A

iinasusAncAr F-cp'wRxaaxr DI LrI{eKUltGAI{
piuenrrmall PRovI[sr t{usA TENGGARA TIMIR'

BAB I
KEf,EI|TUAI{ T'MUM

Baglan Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

Peranikat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur'

3. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya
aisingt"t Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur'

4. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM

adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu

organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan

U"".frrng*l sebagai aset yang harus dilatih dan

dikembangkan kemamPuannYa'

5. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data

elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada

tulisan,suara, gambar, peta, rancangan, foto' elektronik
data inierchange (ODf , iurat elektronik (electronic maill'

telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf' tanda'

attgfa, kode akses, simbol atau perforasi yang telah di

oUL yang memiliki arti atau dapat dipahamioleh orang
yang marnpu memahaminYa.

6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi-. mempersiapkan'
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan'
m"tt"-pi1k"tt, mengumumkan, mengirim, dan/atau
menyebarkan informasi elektronik.

7. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang

dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan
komputer dan/atau media elektronik lainnya'

8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya
disingkit TIK adalah teknologi bidang informasi dan
komunikasi yang mencakup perangkat ketas (lnrdtuarel,
perangkat lunak (so-Jtuare), perangkat jaringan Qtetuarel,
database, sistem inform asi (infoutarel, termasuk sistem
yang berbasis internet dan sumber daya manusia
(tatmanutare), serta saluran dan alat komunikasi data,
yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan
gelombang elektronikmagnetik yang digunakan agar data
dapat disebar dan diakses secara global.

9. e-Gouernment adalah upaya pemanfaatan dan
pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi,
efektifrtas
pemerintahan.

dan
4,

akuntabilitas penyelenggaraan



10.

11.

t2.

13.

1A

Data Center adalah serangkaian perangkat sistem

komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanarn

data dan 
- 
komponen terkait yang berfungsi untuk

mendukung aplikasi berbasis intemet.

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara

Negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat' yang

dafat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet'
yang t.iup" kode atau susunan karakter yang bersifat
Lnii untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet'

Source Code Aptika'si adalah suatu rangkaian pernyataan

dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat
dikonversi dan dieksekusi sebagai aplikasi progran
computer.
Keamanan Sistem Elektronik adalah pengelolaan

keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi dan
melindungi 

- 
sisiem elektronik dari resiko terjadinya

tindakan illegal, seperti penggunaan tanpa izin,
penyusupan dan perusakan terhadap barbagai informasi
yang dimiliki.
Manajemen Resiko adalah mengelola perangkat sistem

komp"uter terkait lainnya sebagai langkah- antisipasi
adanya ancaman atau gangguan terhadap fungsi
perangkat tersebut.

Situs Web adalah sekumpulan halaman informasi yang

berbentuk teks, gambar, video atau berkas lainnya yang

tersimpan dalam- komputer dan dapat diakses melalui
jaringan internet.

Baglan Kedua

Mahsud, TuJuan' dan Sasaran

Paral 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai
pedoman dalam pengaturan dan standarisasi tata kelola
aplikasi, tata kelola infrastruktur dan jaringan, pengontrolan,
pimbinaan dan pengawasan pengemb artgan e-Goventment'

Pa:al 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

a. untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. memberikan batasan dan panduan umum bagi Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan Pengernbangan E-
Gouernment;

c. mewujudkan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan
berbasis Elektronik yang baik; dan

d. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif'
efisien, transparan dan akuntabel. /L9



Baglan Ketlga

Ruang LlngLuP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini adalah :

a. Penyelenggaraan Tata Kelola Pengembangan e-Gouemment;

b. Pengemban gan e-Gouernment,
c. Komite Pengarah;
d. Pembiayaan; dan
e. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan.

Paeal 5

Sasaran Tata Kelola pengembangan e-Gouentment adalah PD'

BAB II

PTITTELETSGGARAAIT TATA NTLOI"A
PEI| GEUBAIf GAIT IDGOYERJTfrEIYT

(1)

(21

Pasal 6

Penyelenggaraan pengemban gan e-Govemment di lingkup
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur
dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo.

Dalam penyelenggaraan pengembangan e-Gouernment

sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Kominfo
mempunyai tugas :

a melalukan koordinasi dalam pembangunan dan
pengembangan sistem tata kelola pengembangan e-

Gouernment
b. menyusun rencana induk pengembangan e-Gouemment

lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c. -el-tyusutt dan merekomendasikan spesifikasi dan

standarisasi pengembangan aplikasi yang dibutuhkan
masing-masing PD;

d. mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan oleh PD;

e. mengkonsolidasikan dan memverifikasi seluruh
pembangunan aplikasi pada setiap PD;

f. sebagai pe-.gattg domain resmi Pemerintah Daerah,
Dinai Kominfo menyiapkan layanan sub domain bagi
aplikasi yang dimanfaatkan oleh PD;

g. setiap aplikasi yang digunakan oleh Perangkat Daerah- harus terintegrasi pada sistem transaksi elektronik
yang disiapkan oleh Dinas Kominfo;

h. melaksanat<an bimbingan teknis aplikasi layanan
pemerintahan dan laYanan Publik;

i. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana TIK
yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak'
infrastruktur jaringan internet dan intranet serta
perangkat pendukung lainnYa;

j. melayani jaringan intemet dan jaringan intranet untuk
seluruh PD sesuai keblut'u}:ian; 4l



bidang TIK;
melaksanakan
dan

n. melakukan Pembinaan'
pemanfaatan sistem tata
Gouernment.

l.
menqelola dan menjaga keamanan sistem informasi;
;;;;;"k". teuutlutran pengembangan SDM dalam

pengembangan SDM dalam bidang TIK;

monitoring dan evaluasi
kelola Pengembangan e-

Pasal 7

Pemerintah Provinsi wajib menyusun Rencana Induk

Pengembangan e-Government'
io-""""v"fJ"ggarakan Sistem dan Transaksi Elektronik

t..p.a"*ro -p.a" Rencana Induk pengembangan e'

Gouemment.

BAB IV

KOMITE PEI{GARAH

Pasal 10

Dalam rangka pembangunan dan pengembangan TIK pada

PD, dibentuk Komite Pengarah TIK.
Komite Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:

a. memberikan arahan terhadap pembangunan serta
pengembangan TIK dalam mendukung e-Gouemm'ent;

dan
b. melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan dan

pengembangan TIK oleh PD.
Komite Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ' !

(1)

(21

BAB III
PTI| GEMBANGAN &.GOVERISMEITT

Pasal 8

(1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan'1'' 
"pii'tJ,--iort'r, 

ittrotiasi dan keamanan informasi

disesuaikan dengan Rencana Induk e-Gouemment

(21 F"-U"ttg,'t"".t d-an pengelolaan Data Center dilaksanakan

oleh Dinas Kominfo.

Pasal 9

Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Aplikasi untuk Pelayanan

ir"uiit Giu terdaftar di Dinas Kominfo dan selanjutnya

ai"p".t"o"kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika

ReouutitlndonesiadanKementerianPendayagunaanAparatur
Nelara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia'

(1)

(21

(3)



BABV

PE}TBIAYAAN

Pasal 11

Pembiavaan Pembangunan, Pengembangan' pengelolaan dan

ffiil;'#;;-ix?utu"ttt<an pada Anssaran Pendapatan

5." E.f'"":^ Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta

*rr-U..-",r-Uer lain yang sah dan tidak mengikat'

BAB VI

MONITORIIfG, EIIALUASI DAI| PEUBII{AAN

Pasal 12

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan terhadap penyelenggaraan

iix p"a" Fb al*.rt"o oleh Dinas Kominfo'

Pasal 13

Monitoring dan Evaluasi TIK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, dilakukan terhadaP:
a infrastrulcturjaringan;
b. sistem aPlikasi;
c. data dan informasi;
d. situs website menggunakan nzuna domain sesual

ketentuan Yang berlaku
e. situs website Pb menggunakan sub domain; dan

f. SDM pengelola TIK.

Pa:al 14

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12'

dilakukan terhadaP :

a. pemanfatan jaringan, perang\a! lunak' data dan

informasi serta SOVI pengelola komunikasi dan

informatika;
b. pengelolaan laman darin g Qaebsitel dengan domain

Pemerintah Daerah;
c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan

informatika; dan
d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah'

(21 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
kegiatan:
a. koordinasi secara berkala;
b. pemberian bimbingan dan supervisi;
c. pendidikan dan Pelatihan; dan
d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan

informatika

BAB VII
IIEDEI{TT'AIT I"AIIT-LAIIT

Paral 15

(1) Pengembangan egouernment di lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyesuaikan dengan
Peraturan Gubernur ^i. ry



2l PD vang sudah memiiiki aplikasi wajib melakukan\-t p""vJ*Jt" pating tamtat 1 (satu) tahun terhitung sejak

F".ut rt.tt Gubernur ini diundangkan'

BAB VITI

KEfENTUAN PENUTUP

Pasal 16

peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

PeraturanGubernurrnidenganpenempatannyadalamBerita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

Ditetapkan di KuPang
padatanggal 2a @eu*r. 2018 I

\q GUBERNUR Nq+ TgNGGARA TIMURy,\W
.^ VIKTOR gUI{btTLU LAISKODAT

Diundangkan di KuPang
pada tanggal eo 4?le$e4 2Ol8

SEKRETARIS DAERAH

0 PROVINSI A TENGGARA TIMUR,

TUS POLO MAING
}BE

BERITADAERAHPRoVINSINUSATENGGARATIMURTAHUN2018NoMoR \o


